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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan 

satuilembagaiyangibebasidanimandiriiyangiimemilikiiitugasiidalami memeriksa 

pengelolaani dan tanggungi jawabi keuangani Negara. BPKi memilikii visii dan 

misii yaitui menjadii lembagai pemeriksai keuangani yangi kredibeli yang 

menjunjungi nilai-nilaii dasari untuki berperani aktifi dalami memajukani tata 

kelolamkeuanganmdaerahmyang akuntabeli dan itransparan. BPKi berpusati di 

Jakartamdanmdalammmempermudah pemeriksaannya di daerah BPK memiliki 

perwakilani dii setiapi provinsi. 

Sumatera Barat merupakanmsebuah provinsimdi Indonesiamyang 

berkedudukanmdimPulaumSumatera. Ibumkota darimprovinsi denganmwilayah 

seluasm42.297,30 km² ini adalahmPadang. Pada tanggalm26 Oktober 2007 

diresmikanmPerwakilan BPKmProvinsimSumatera Barat.  

Disebutkan pada RencanamStrategismBPKmSumatera Barat 2016-2020, 

memiliki tugasmyakni memeriksampengelolaan danmtanggung jawab keuangan 

daerah padamPemerintahmProvinsi Sumatera Barat, mencakup Kota/Kabupaten 

di ProvinsimSumateramBarat, sertamBUMD danmlembaga yangmterkaitmpada 

bagiani entitasi dalam melakukanmpemeriksaan yangmdilimpahkanmoleh 

AuditoratmUtamamKeuangan Negara (AKN). Terdapat pemangku kepentingan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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yakni pihak-pihakmyang berkepentinganmterhadap hasilmpemeriksaan BPK 

PerwakilanmSumateramBarat meliputi lembaga pewakilan (DPRD), pemerintah 

(instansimpemerintahmyangmdiperiksa/auditee dan instansimpenegak hukum), 

dan masyarakatmdi wilayahmProvinsi SumateramBarat serta internalmBPK. 

Hasil pelaporanmyangmsudah diperiksa oleh BPKmdituangkanmdalam 

LHPmBPK. LaporanmHasilmPemeriksaanmBadan Pemeriksa Keuangan (LHP 

BPK) merupakanmlaporan auditmBadan PemeriksamKeuangan yangmmeliputi 

pemeriksaanmkeuangan, pemeriksaannkinerja dan pengelolaan tanggung jawab 

keuangan Negara. Terdapat banyakmpihakmyangmmenggunakanminformasi 

keuanganiyang ditampilkan dan dipublikasikan olehiPemerintahiDaerahidengan 

kegunaannyangnberbeda-beda, sehingga laporan yang ditampilkan tersebut 

harus memiliki kualitas.  

Merujuk kepada penelitian Sutanta (2011), informasinmerupakan hasil dari 

pengolahanidata sehingga dapat menjadiibentuk yangipenting bagiipenerimanya 

dan memiliki fungsi sebagai dasar pada pengambilannkeputusan yangndapat 

dirasakannakibatnya secaranlangsung saatnitu juganatau secarantidak langsung 

padanmasa yangnakan datang. Williams & Sawyer (2007) juga mengungkapkan 

bahwa informasinadalah datanyang telahndirangkum ataundimanipulasi dalam 

bentukmlain sebagaimtujuan pengambilanmkeputusan. Informasi yangmbaik 

merupakan suatu informasi yang dapat dibaca dan dapat dengan mudah 

dipahami oleh pembaca. Kriteria yang readable sebaiknya harus dimiliki suatu 

laporan agar dapat memperlihatkan bahwa suatu tulisan dapat dibaca dan 

dipahami. 
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Pada dunia bisnis, salah satu laporan yang merupakan sumber informasi 

utama bagi banyak pihak adalah laporan tahunan yang didalamnya terdapat 

laporan keuangan dan informasi naratif lainnya. Menurut Luo, Jin-hui, Li, & 

Chen (2018), informasi yang disajikan melalui laporan tahunan dapat dikatakan 

tersampaikan dengan baik apabila mencapai tingkat readability yang tinggi. 

Saat ini laporan tahunan telah berkembang dan didominasi oleh informasi 

dalammbentukmteksnnaratifndibandingkanndataikuantitatif. Perkembangan dari 

pelaporan tahunan yang didominasimoleh teksmnaratifmini sebaiknya diikuti 

denganmkemampuanmnyang baik bagimpenggunamnlaporan tahunan dalam 

memahamimnteksmnaratifmtersebut. Menurut Lo, Ramos, & Rogo (2017) 

readability pada suatu laporan tahunan merupakan hal yang penting dalam 

memahami teks naratif. 

Berdasarkan SFAC No. 8 poin 1 menyatakan bahwa suatu laporan 

keuangan yang baik harus bisa dipahami dengan mudah oleh penggunanya. 

Berdasarkanmnkarakteristik laporanmtahunan yangmharus dipenuhimnoleh 

perusahaan, menyebabkannpentingnya pemahamannpembaca terhadapnlaporan 

tahunan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 

bagian III tentang isi laporan tahunan poin b menyatakan bahwa dalam 

menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram pada 

suatu laporan tahunan dapat dengan menyertakan judul dan/atau keterangan 

yang jelas, agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh penggunanya. 

Menurut Janan & Wray (2012), secara umum fokus dari penelitian terkait 

keterbacaan adalah pada metode praktikal untuk mencocokan teks bacaan 
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dengan kemampuan pembacanya yang dikelompokkan berdasarkan tingkat 

pendidikan pembaca. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan 

adalah panjangnpendeknyankalimatndannkata. Padaiumumnya apabilaisemakin 

panjangikalimatidanisemakinipanjangnkata-kata, makanbahan bacaanidimaksud 

semakinnsukar. Dalam mengukur tingkat suatu keterbacaan terdapat beberapa 

alat ukur atau formula yang diantaranya adalah Gunning Fog Index, Flesch 

Reading Ease, Length of Document, Coleman-liu Index, Spache, Dale & Chall, 

Automated Readability Index, Smog Index, dan lain-lain (Hafni, 1981). 

Pada penelitiannya, Courtis (1995) juga menyatakan bahwamuntuk 

peningkatanmketerbacaan laporanntahunan, perusahaannsebaiknya menyajikan 

laporanimenggunakan kalimatiyang singkat, penggunaanikata-kata yangisingkat 

danisederhana, sertaimemperhatikan formatndalam penulisanninformasi untuk 

meningkatkaniminat dariipembaca. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian oleh 

Li (2008) yangimenggunakan panjangikalimat sebagaiisalah satuiproksi untuk 

mengukuriketerbacaan laporanitahunan dariisuatu perusahaan. 

Baker & Kare (1992) menuturkan bahwa laporan tahunan dapat dikatakan 

handal pada suatu media dalam berkomunikasi antara manajernperusahaan yang 

berperan sebagaiiagen denganipemangku kepentinganiperusahaan yangiberlaku 

sebagaimprinsipal. Pengguna dari laporan tahunan bertujuan menggunakan 

laporan tahunan sebagai suatu referensi dalam mengambil keputusan pada saat 

melakukan investasi,ipendanaan,iserta berbagai tujuan lain sehinggaiperusahaan 

diharuskannmenyajikan informasi yang ada pada laporan tahunan secara tepat 

waktu, akurat, dapat dibaca dan dipahami. Informasi tersebut harus didukung 
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dengan kualitas keterbacaan yang baik agar tujuan-tujuan tersebut dapat 

tercapai terutama dalam pengambilan keputusan dari suatu perusahaan. Oleh 

karena itu,ndengannadanyanhalntersebutnmaka fenomena pentingnya peran dari 

keterbacaan ini juga dapat diadopsi bagi Pemerintah melalui Laporan Hasil 

Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 

dihasilkan sesuai dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tujuan dari 

Pemeriksaan keuangan Negara yakni untuk memberikan keyakinan yang 

memadai mengenai laporan keuangan Negara sebagaimana dengan yang telah 

disajikan. Setelah itu pada LHP BPK terdapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (THLP BPK). Menurut Akmal (2006), Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) merupakan 

suatunproses untuknmenentukan kecukupan, keefektifan, dannketepatan waktu 

tindakan-tindakanmnkoreksi yangmndilakukan olehmnmanajemen terhadap 

rekomendasimdari temuannpemeriksaan yangndilaporkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam proses tersebut diperlukannya suatu komitmen demi hasil yang 

baik pada saat melakukan pemeriksaan temuan yang dilaporkan. 

Komitmen sangat penting bagi masing-masing individu dalam membentuk 

serta membangun kerjasama, meningkatkan motivasi dalam bekerja, dan 

menciptakan loyalitas. Steers & Porter (1983) menyebutkan bahwa dalam suatu 

perusahaan, adanya komitmen yang tinggi akan menimbulkan dampak positif 

bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya komitmen yang tinggi maka setiap 
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individu akan mempunyai kinerja yang lebih baik pada saat bekerja, serta 

berpartisipasi penuh dalam pencapaian tujuan dari tempat bekerja.  

Mengacu pada Rencana Strategis BPK Sumatera Barat 2016-2020, 

TingkatntindaknlanjutmatasmrekomendasimBPKmmerupakanmsalah satu bukti 

bahwamkualitasmpemeriksaanmBPKmdinilai danmndiapresiasimnolehmentitas 

pemeriksaannBPK. Tidak hanya itu, tingkatntindaknlanjutnatasnrekomendasi 

BPK adalah salahmsatumpenentumkeberhasilan dari upayamBPK agar dapat 

memperbaiki pengelolaan dari keuangan negara. Sampai dengan laporan 

terakhir pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut atas 

rekomendasi BPK belum memperlihatkan adanya suatu capaian, yaitu 

presentase penyelesaian tindak  lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang 

mana barunmencapain55%. Selain itu juga dinyatakan dalam Rencana Strategis 

BPK Sumatera Barat 2016-2020, terdapat bahwa BPK sendiri menargetkan 

presentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada 

tahun 2020 sebesar 80%. Dengan adanya fenomena ini, menjadi perhatian bagi 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait peningkatan tindak lanjut atas 

rekomendasi BPK agar kedepannya keberadaanmBPK dapat lebihndirasakan 

olehnentitasnpemeriksaanmmaupunmpemangkumkepentinganmlainnya. 

Dalam rangka tercapainya target penyelesaian tindak lanjut atas 

rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2020 sebesar 80%, diperlukan 

keterbacaan yang baik dalam LHP BPK agar terciptanya komitmen 

penyelesaian yang baik terhadap tindak lanjut temuan pada beberapa daerah di 

Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, dalam memaksimalkan pelaksanaan 
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kegiatannpemeriksaan, pemeriksanperlu memahamindan mempraktekkannnilai-

nilaindasar BPKmyakni integritas, indepedensi, danmprofesionalisme untuk 

menjagamkredibilitas BPK. Dengannmenerapkan nilai-nilaimdasar tersebut, 

diharapkannkedepannya dapatnmenghasilkan hasilnpemeriksaan yangnbermutu 

dannbermanfaat baginentitas dalamnperbaikan pengelolaannkeuangan daerah 

yangnpada akhirnyanakan meningkatkannindikator kepuasannpemeriksaan atas 

kinerjamBPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini membahas Pengaruh Keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Terhadap Komitmen Penyelesaian 

Tindak Lanjut Temuan Pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota 

Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Darimlatar belakangmmasalah yangmtelah diuraikanmdiatas, maka 

permasalahannyang dibahasndalam penelitiannini adalah: 

1. Bagaimana tingkat/level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) oleh Provinsi Sumatera 

Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang pada 

tahun 2015-2017? 

2. Bagaimana Pengaruh keterbacaan temuan LHP BPK terhadap 

komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan pada Provinsi Sumatera 

Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkannlatar belakangnmasalah, tujuannpenelitian yangiingin dicapai 

penulis adalah: 

1. Menganalisis tingkat/level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) oleh Provinsi Sumatera 

Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang pada 

tahun 2015-2017. 

2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh keterbacaan 

temuan LHP BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut 

temuan pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, 

dan Kota Padang Panjang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitianiini diharapkanidapat bermanfaatibagi semuaipihak, diantaranya : 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Penelitianminimdiharapkanmdapat dijadikannsebagai salahnsatu tambahan 

ilmumpengetahuan dimbidang Akuntansi, yang mana penelitianmini 

mengaitkannLaporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagainsuatu pengkajian di 

bidang Akuntansi, denganmteori keterbacaanmyang merupakanmbidang 

pembahasanndi bidangnsastra.  
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2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Penelitian ini bisa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPK 

untuk menyampaikan informasi secara tepat dan mudah dipahami bagi 

pengguna. 

3. Bagi Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa terdapat 

unsur-unsur readability pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK agar tujuan 

penyampaian informasi tercapai. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitianmini terdirimdari limambab, yangmtersistematis denganisusunan 

sebagai berikut : 

BAB InPENDAHULUAN 

Babmini berisimpenjelasan atasmlatar belakangmpenelitian, rumusanmmasalah, 

tujuannpenelitian, manfaatnpenelitian, dannsistematika penulisan.  

BABnII LANDASANnTEORI 

DalamnBab inindijelaskan teori-teoriiyang menjadiilandasan dalamipenyusunan  

penelitianiini. Penelitianiterdahulu yangiberkaitan denganipenelitian yangiakan  

dibahasijuga diuraikanndalam babnini. Babnini berisinlandasan teori, penelitian  

terdahulu, pengembangannhipotesis penelitiannserta kerangkanteori. 

BABnIII METODEnPENELITIAN 

Padanbab inindibahas desain penelitian, populasindan sampling,nsumberndan 

tekniknpengumpulanndata, variabelnyang digunakan, danimetodenanalisis.  
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BABnIV HASILnPENELITIAN DANnPEMBAHASAN 

Babnini akannmembahas hasilndari penelitiannyang dilakukan, hasilnpengujian  

hipotesisnserta akannmenjawab pertanyaanndari rumusannmasalah awal.  

BABnV KESIMPULANnDAN SARANn 

Dalamnbab terakhirnberisi kesimpulanndari penelitiannyang telahndilaksanakan 

dannketerbatasan penelitiannserta sarannyang akanndiberikan gunanpenelitian 

berikutnyanterkait penelitiannini. 

  


